
 

 

 

 

IMPLIKASI PENGESAHAN PERPPU CIPTA KERJA MENJADI  

UNDANG-UNDANG TERHADAP PARTISIPASI DAN PENGAWASAN PUBLIK 

(Studi Kasus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang) 

 

SKRIPSI 

 

Oleh 

Alfu An Akbarul Fikri 

NIM. 05020422023  

 

 

 

 

 

 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Fakultas Syariah dan Hukum  

Jurusan Hukum Publik Islam 

Program Studi Hukum Tata Negara 

Surabaya 

2026 



 

 

ii 

 

 

PERNYATAAN KEASLIAN  



 

 

iii 

 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  



 

 

iv 

 

PENGESAHAN  

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/  

 

 

v 

 

KEMENTERIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 

PERPUSTAKAAN 
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-

8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id 

 

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di 

bawah ini, saya:  

Nama : Alfu An Akbrul Fikri                                                                             

NIM : 05020422023 

Fakultas/Jurusan: Syariah dan Hukum/Jurusan Hukum Publik Islam/ Prodi Hukum Tata Negara 
 

E-mail address : akbarulfikri87@gmail.com 
 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 

Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas 

karya ilmiah: 
 Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain ( .............................) 

yang berjudul :  

Implikasi Pengesahan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Terhadap 

Partisipasi Dan Pengawasan Publik (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang) 

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-
Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, 
mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data 
(database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di 

Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu 
meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai 
penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. 

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak 

Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang 

timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. 

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. 

Surabaya, 6 April 2026 

Penulis 

  

 

 

(Alfu An Akbarul Fikri) 
  

mailto:perpus@uinsby.ac.id


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/  

 

 

vi 

 

ABSTRAK 

Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 

menimbulkan   kontroversi. Perppu ini diterbitkan sebagai respon terhadap putusan 

Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil serta inkonstitusional bersyarat. 

Proses pengesahan yang berlangsung cepat dengan keterbatasan ruang partisipasi 

masyarakat, khususnya kelompok pekerja, akademisi, dan organisasi lingkungan, 

berpotensi melanggar asas transparansi dan partisipatif dalam pembentukan hukum 

yang demokratis. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama: (1) Bagaimana 

implikasi pengesahan UU No. 6 Tahun 2023 terhadap tingkat partisipasi 

masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan? (2) Bagaimana 

tinjauan Fiqh Siyāsah dalam pengesahan perppu Cipta Kerja menjadi UU No. 6 

Tahun 2023? 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan fokus pada 

analisis peraturan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan 

konseptual (conceptual approach). Data primer berupa UU No. 6 Tahun 2023, 

Perppu Cipta Kerja, dan dokumen resmi terkait proses legislasi, sedangkan data 

sekunder meliputi literatur, jurnal ilmiah, buku teori hukum tata negara, serta 

penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi 

kepustakaan dan analisis dokumen. Dengan kerangka teori partisipasi publik, 

pengawasan publik, dan maṣlaḥah mursalah sebagai landasan analisis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan Perppu Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 menyebabkan penurunan signifikan 

partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan melemahkan mekanisme 

pengawasan publik. Proses yang cepat dan tertutup melanggar prinsip keterbukaan 

dan partisipasi masyarakat dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. Keterbatasan partisipasi ini melemahkan kualitas 

substansi dan legitimasi sosial UU No. 6 Tahun 2023, yang terlihat dari demonstrasi 

massal, penolakan masyarakat sipil, dan pengajuan judicial review ke Mahkamah 

Konstitusi. Dari perspektif fiqh Siyāsah dan teori maṣlaḥah mursalah, pengesahan 

ini bermasalah karena tidak memenuhi kriteria ḍharūrah (keadaan darurat) yang 

sejati, melanggar prinsip musyawarah (asy-shūrā), mengabaikan prinsip keadilan 

(al-‘Adālah), dan tidak mencapai kemaslahatan umum yang universal (maṣlaḥah 

kulliyyah) karena mengorbankan perlindungan hak-hak pekerja dan lingkungan 

hidup. 

Penelitian merekomendasikan agar pemerintah dan DPR membatasi 

penggunaan Perppu hanya untuk situasi kegentingan memaksa yang benar-benar 

memenuhi kriteria konstitusional, meningkatkan mekanisme partisipasi publik 

yang inklusif dan transparan dalam proses legislasi terutama untuk regulasi 

berdampak luas, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan UU No. 6 

Tahun 2023 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk 

mengidentifikasi dampak negatif dan melakukan perbaikan, serta Mahkamah 

Konstitusi perlu mempertimbangkan secara mendalam permohonan   baik dari 

aspek formil maupun materiil untuk memastikan perlindungan hak-hak 

konstitusional masyarakat. 
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